
BUPATI TANATORAJA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TORA.IA

NOMOR 57 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA
KERJA DINAS KEBUDAYAAN KABUPATEN TANA TORAJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TANA TORAJA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5 huruf
d angka 23 Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja
Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dal
Susunan Perangkat Daerah, telah ditetapkan
Pembentukan Susunan Dan Tipe Dinas Kebudayaan;

b. bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan pasal 7 Peraturan
Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 1O Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
perlu diatur mengenai Kedudukan, Susunan Organisasi,
T\rgas dan Fungsi serta Tata Kerja Aparatur Sipil Negara
(ASN) lingkup Dinas Kebudayaan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b , perlu menetapkan Peraturan
Bupati Tana Toraja tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Ttrgas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas
Kebudayaan Kabupaten Tana Toraja;

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi
(kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor
74, Tambahan I.embaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 2A Tahun 1999 tentarg
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (kmbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 201O tentang Cagar
Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 130,
Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor
s168);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2OlL tentang
Pembentukan Peratrran Perundang-Undangan (lcmbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
52341;

Mengingat
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Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2Ol4 tentang Aparatur
Sipil Negara (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (l,embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tarnbahan kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2Ol4 tentang
Administrasi Pemerintahan (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (kmbaran Negara Repubtk Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887;

Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor l0
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan PERATURAN BUPATI TANA TORAJA TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN
FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KEBUDAYAAN
KAf}UPATEN TANA TORAJA.

BAE} I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

l. Daerah adalah Kabupaten Tana Toraja.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Tana Toraja sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan umsan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Tana Toraja.

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tana Toraja.

5. Dinas adalah Dinas Kebudayaan yang membantu dan mendukung
penyelenggaraan tugas Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan
bidang kebudayaan.

6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten Tana Toraja.

5
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7. Tugas adalah Ikhtisar dari keseluruhan tugas jabatan.

8. Fungsi ada-lah pekerjaan yang merupakan penjabaran dari tugas.

9. Rincian tugas adalah paparan atau bentangan atas semua tugas jabatan
yang merupakan upaya pokok yang dilakukan pemegang jabatan.

BAE} II
KEDUDUKAN

Pasal 2

Dinas Kebudayaan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan
bertanggungiawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Tana
Toraja.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

(1) Susunan organisasi Dinas Kebudayaan, terdiri dari:

a. Kepala Dinas;

b. Selcretariat terdiri dari:

1. Subbagian Program dan Evaluasi;

2. Subbagian Umum.

c. Bidang Adat dan Tradisi terdiri dari:

1. Seksi Pelestarian Nilai Adat dan Tradisi;

2. Seksi Penguatan IembagaAdat;

3. Seksi Penelusuran Adat dan Seni Budaya.

d. Bidang Sejarah dan Cagar Budaya terdiri dari:

1. Seksi Sejarah dan Permuseuman;

2. Seksi Pelestarian Cagar Budaya;

3. Seksi Kerjasama.

e. Bidang Seni Budaya terdiri dari:

1. Seksi Kelembagaan Seni;

2. Seksi Penggalian dan Pegelaran Seni dan Budaya;

3. Seksi Bahasa dan Sastra.

(21 Bagan susunan organisasi Dinas Kebudayaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
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BAB IV

TUGAS, zuNCIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kepala Dinas

Pasal 4

(1) Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan
pemerintahan bidang kebudayaan yang menjadi kewenangan daerah dan
tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah.

(21 Rincian tugas Kepala Dinas adalah sebagai berikut :

a. menyusun rencana kegiatan Dinas sebagai pedoman pelaksanaan
tugas;

b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga
be{alan lancar;

c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam
lingkungan Dinas untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan
tugas;

d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan /atau
menandatangani naskah dinas;

e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
f. menyelenggarakan dan meningkatkan promosi budaya di dalam dan

di luar negeri melalui pameran, pegelaran, road show, media massa
dan tehknologi informasi;

g. merumuskan dan mengoordinasikan kebijakan teknis mengenai
perencanaan strategis pelestarian nilai sejarah, tradisi, kesenian, adat
dan budaya;

h. menetapakan kriteria dan prosedur penyelenggaraan festival, pameran
dan lomba tingkat kabupaten;

i. menilai hasil kerja pegawai aparatur sipil negara dalam lingkungan
Dinas;

j. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Dinas dan
memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan
perumusan kebijakan; dan

k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan
sesuai dengan bidang tugasnya.

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala
Dinas mempunyai fungsi:

a. perumusan kebijakan penyelenggaraan unlsan pemerintahan di
bidang kebudayaan;

b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan;
c. pelaksanaan Evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan di bidang

kebudayaan;
d. pelaksanaan administrasi dinas urusan pemerintahan di bidang

kebudayaan; dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan

fungsinya.
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b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan urusan di bidang
- 

i"r.."*"", d;-- pelaporan, 
- 
keuangan' urusarl umum dan

kePegawaian;

c. pembinaan dan pelaksanaan tugas. di bidang perencanaan dan

pelaporan, keuangan, urusan umum dan kepegawaian;

d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan

kesekretariatan;

e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan'

Pasal 6

(1) Subbagian Program dan Evaluasi dipimpin oleh Kepala Subbagian yang

memprinyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam mengumpulkan
bahan dan -"t gilol" penyusunan program' penyajian data dan
pen5rusunan laporan kine{a serta melakukan evaluasi program Dinas'

l2l Tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas dirinci sebagai
berikut :

a. menyusun rencana kegiatan Subbagian Program dan Evaluasi seb'gai
pedoman dalam pelaksanaan tugas;

b. mendistribusikan tugas-tugas tertentu dan memberi petunjuk
pelaksanaan tugas bawahan sehingga pelaksanaan tugas bedalart
lancar;

c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan
kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan
belum dilaksanakan;

d. membuat konsep, mengoreksi, memaraf, dan/atau menandatangani
naskah dinas;

e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;

f. mengooordinasikan, menyiapkan bahan dan melakukan penyusunan
perencanaan program dal evaluasi;

g. menyiapkan bahan dan lnsnsssialisasikan peraturan perundang-
undangan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis di bidang
penyusunan program;

h. menyiapkan bahan, mengoordinasikan dan menyusun rancErngan
rencana stratejik;

i. menghimpun dan menyajikan data dan informasi program dan
kegiatan Dinas Kebudayaan;

j. mengelola dan melakukan pengembangan sistem penyajian data
berbasis telorologi informasi;

k. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
1. mengoordinasikan, menyiapkan bahan dan melakukan penyusunan

perencanaan program kegiatan;

m. menghimpun dan menyajikan data dan informasi program dan
kegiatan Dinas;

n. menyiapkan bahan dan melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja;
o. mengumpulkan bahan dan menyusun laporan kineq'a Dinas;
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menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Subbagian Program dan
Evaluasi memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai
bahan perumusan kebijakan; dan

melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan
sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan
tugas.

Pasal 7

(1) Subbagian Umum dipimpin oleh seorang Kepda Subbagan mempunyai
tugas melakukan urusan keta.tausahaan, administrasi pengadaan,
pemeliharaan dan penghapusan barang dan urusan rumah tangga serta
pengelolaan dan pelaporan keuangan.

(2) Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
a. menyusun rencana dan program kefa Subbagian Umum sebagai

pedoman pelaksanaan tugas;

b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga
berjalan lancar;

c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam
lingkungan Subbagian Umum, untuk mengetahui perkembangan
pelaksanaan tugas;

d. menyusun r€rncangan, mengoreksi,
menandatangani naskah dinas;

memaraf dan/atau

p

q

e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
f. melakukan pengklasilikasian surat menurut jenisnya;
g. melakukan administrasi dan pendistribusian naskah dinas masuk

dan keluar;
h. melakukan pengelolaan arsip naskah dinas;
i. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kebutuhan, pemeliharaan

dan penghapusan barang;
menyiapkan bahan dan men5rusun administrasipendistribusian, pemeliharaan, -inventarisasi 

danbarang;

J pengadaan,
penghapusan

k' menyiapkan bahan dan menJrusun daftar inventarisasi barang sertamenyusun laporan barang inventaris;
I leta{ufan, menyiapkan, dan mengoordinasikan pengelolaan urusarrrumah tangga Dinas;
m.mengoordinasikan a3n mglakuk1n pengumpulan, pengolahan,penyajiandatadaninformasisertaras,i'tasilelayananirro'-r"'Jif '*
n. mempersiapkan dan mengoordinasikan pelaksaanaan rapat dinas,upacara bendera, kehumasan, aan rcprotitlUn;
o menyiapkan

pegawai;
bahan, menghimpun dan mengelola data kehadiran

mengoordinasikan dan memfasilitasi administrasi surat tugas danperjalanan dinas pegawai ;

menyiapkan bahaa, mengoordinasikan dan memfasilitasi kegiatanorganisasi dan tatalaksana;

p

q.
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r. menyiapkan bahan dan mengelola administrasi kepegawaian;

s. menyusun rencana kebutuhan pengembangan sumber daya manusia

dilingkungan Dinas;

t. menyiapkan bahan perumusan kebijakan pembinaan' peningkatan
-' 

[L#p.tl"si, disiplin dan kesejahteraan pegawai negeri sipil;

u. menyiapkan bahan, menghimpun dan mengelola sistem informasi

kepegawaian;

v. mengumpulkan bahan dan menyusun pengusulan rencana anggarEln

pendapatan dan belanja Dinas Kebudayaan;

w. menyiapkan bahan atau data untuk perhitungan anggaran d€ur

perubahan anggaran;

x. melakukan verifrkasi kelengkapan administrasi permintaaa
pembayaran;

y. meneliti kelengkapan uang persediaan ganti uang,tambahan uang,
pembayaran gaji,tunjangan dan penghasilan lainnya untuk bahan
proses lebih lanjut;

z. mengoordinasikan dan menyusun rencana keda anggaran;

aa. melakukan pembayaran gaji pegawai;

bb. melakukan akuntasi pengeluaran dan penerimaan keuangan;

cc. melakukan verifikasi pertanggunglawaban keuangan;
dd. menyusun realisasi perhitungan anggaran;

ee. mengevaluasi pelaksanaan tugas bendaharawan;
ff. mengumpulkan bahan dan menyusun laporan keuangan Dinas

Kebudayaan;

gg. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Subbagian Umum,
serta memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan
perumusan kebljakan; dan

hh. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan
sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketiga

Bidang Adat Dan Tradisi

Pasal 8
(1) Bidang Adat dan Tradisi dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyaitugas membantu Kepala Dinas melaksanakan uruian F"-".iit r-r",'bidang adat dan tradisi.
(2) Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:

a. menyusun rencana tegratan Bidang Adat dan Ttadisi sebagaipedoman dalam pelaksanaan tug;;
b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehinggabe{'alan lancar;
a. memantau, mengawasi dan rnengevaluasi pelaksanaan tugas dalamlingkungan Bidang Adat dan Tradi-si; --
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c. menyusun rancar]gan, mengoreksi, memaraf dan/atau
menandatangani naskah dinas;

d. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
e. melakukan kerjasama dengan organisasi yang bergerak di bidang adatdan tradisi;
f. melaksanakan sosialisasi dan pembinaan lembaga adat;
g. melaksanakan kebijakan- nasional, norma dan standar tentangpedoman pen€rnaman nilai budaya o.d; dibidang t "aiJ-ila"masyarakat;

h. melaksanakan J<erjasama dengan organisasi maupun asosiasi adatdan budaya baik di dalam maulun di iuar negeri;
i' melaksanal<an koordinasi dengan instansi terkait sesuai dengan bidangtugasnya dalam rangka pelaksanaan tugas;
j 

3gtatsanakan pendataan tentang upacara adat dan kegiatan tradisilainnya;

k. menyiapkan bahan penyusunan rekomendasi hasil analisis pa.sar;
l' mendokumentasikan dan mempublikasi kegiatan adat dan tradisi
m. menyusun laporan hasfl peraksanaan tugas Bidang Adat dan Tradisidan memberikan saran pertimbangan kelada ata; 

".u"g"i uJ^r,perumusan kebijakan; dan
n. melaksanakan tugas kedinasan rain yang diperintahkan oleh atasan

sesuai bidang tugasnya.

Dalam melalsanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (l), Kepala
Bidang mempunyai fungsi:
b. perumusan kebijakan teknis Bidang Adat dan Tradisi ;

c. pelaksanaan kebijakan teknis Bidang Adat dan Tradisi;
d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Bidang Adat dan Tradisi;
e. pelaksanaan administrasi dinas Bidang Adat dan Tradisi;
f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oreh atasan terkait dengan

tugas dan fungsinya.

Pasal 9

(l) Seksi Pelestarian Nilai Adat dan Tradisi dipimpin oleh Kepala seksi,
mempunyai tugas membantu Kepala Bidang melakukan plnyusunan
kebijakan teknis, membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan
program dan kegiatan di bidang pelestarian nilai adat dan tradisi.

(21 Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (l), sebagai berikut:
a. menjrusun rencana kegiatan Seksi pelestarian Nilai Adat dan Tradisi

sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga

be{alan lancar;

c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam
lingkungan Seksi pelestarian Nilai Adat dan Tradi-si untuk
mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;

(3)
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d. menyusun rzrnczrngan, mengoreksi, memaraf dan /atau
menandatangani naskah dinas;

e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;

f. menginventarisasi dan menghimpun data nilai adat tradisi dan
dokumentasi;

g. melaksanakan pendataan tentalg upacara adat dan kegiatan tradisi
lainnya serta pelestarian, pengembangan, dan pemanfaatan nilai-nilai
adat dan tradisi;

h. menyiapkan bahan penyusunan rekomendasi hasil analisis pasar;

i. mengoordinasikan pelakasanaan dokumentasi dan publikasi dari
upacara-upacara adat dan tradisi;

j. mendokumentasikan dan mempublikasi kegiatan adat dan tradisi

k. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Bidang Adat dan Tradisi
dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan
perumusan kebljakan;

L meningkatkan kompetensi dan prestasi ke{a; dan

m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan
sesuai bidang tugasnya.

Pasal 10

(1) Seksi Penguatan kmbaga Adat dipimpin oleh Kepala Seksi, mempunyal
tugas membantu kepala bidang melakukan penyusunan kebijakan
teknis, membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan
kegiatan Seksi Penguatan Iembaga Adat.

(21 Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:

a. menyusun rencana kegiatan Seksi Penguatan lembaga Adat sebagai
pedoman dalam Pelaksanaan tugas;

b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga
be{alan lancar;

c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaa tugas dalam
lingkungan Seksi Penguatan Lembaga Adat;

d. menyusun rancangEln, mengoreksi, memaraf dan/atau
menandatangani naskah dinas;

e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;

f. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan masyarakat,
kelompok atau lembaga adat;

g. memberdayakan peran serta masyarakat dalam perencanaan,
penggalian, dan pengembangan di bidang pelestarian adat;

h. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait sesuai dengan bidang
tugasnya dalam rangka pelaksanaan tuga.s;

i. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Penguatan
Lembaga Adat dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan
sebagai bahan perumusan kebijakan;

j. meningkatkan kompetensi dan prestasi kerja; dan

k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan
sesuai bidang tugasnya.
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Pasal 11

(t) seksi Penelusuran Adat dan seni Budaya dipimpin oleh Kepala Seksi,

mempunyai tugas membantu kepala bidang melakukan penyusunan
kebtjakan teloris, membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan
program dan kegiatan bidang penelusuran adat dan seni budaya.

Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:

a. menyusun rencana kegiatan Seksi Penelusuran Adat dan Seni Budaya
sglagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga
berjalan lancar;

c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaa tugas dalam
lingkungan Seksi Penelusuran Adat dan Seni Budaya;

d. menyusun rancarrgzrn, mengoreksi, memaraf dan/atau
menandatangani naskah dinas;

e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;

f. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan masyarakat,
kelompok atau lembaga adat;

g. memberdayakan peran serta masyarakat dalam perencanaan,
penggalian, dan pengembangan di bidang penelusuran adat dan seni
budaya;

h. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait sesuai dengan bidang
tugasnya dalam rangka pelaksanaan tugas;

i. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Penelusuran Adat
dan Seni Budaya dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan
sebagai bahan perumusan kebijakan;

j. meningkatkan kompetensi dan prestasi kerja; dan

k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan
sesuai bidang tugasnya.

(2t

Bagran Keempat

Bidang Sejarah Dan Cagar Budaya

Pasal 12

(1) Bidang Sejarah dan Cagar Budaya dan dipimpin oleh Kepala Bidang,
mempunyai tugas membantu Kepala Dinas, dalam melaksanakan
penyusunan dan pelaksanaan kebilakan, pemberian pendampingan serta
pemantauan dan evaluasi di Bidang Sejarah dan Cagar Budaya.

(21 Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (l), seb"gai berikut:
a. menJrusun rencana kegiatan Bidang Sejarah, Cagar Budaya dan

Promosi Budaya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

b. mendistribusikan dan memberi petunjuk peLaksanaan tugas sehingga
be{alan lancar;

c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaa tugas dalam
lingkungan Bidang Pengembangan Kapasitas;

d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau
menandatangani naskah dinas;
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mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;

f. menyusun kebijakan teknis bidang sejarah, cagar budaya dan
promosi budaya mencakup program perencanaan, pengembangan,
perlindungan, pelestarian, serta penerbitan izin membawa cagar
budaya keluar daerah dan kegiatan kerjasama;

g. menginventarisasi dan menghimpun data sejarah, cagar budaya serta
promosi budaya dan kerjasama;

h. melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang
sejarah, cagar budaya serta promosi budaya dan kerjasama;

i. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Bidang Sejarah dan
Cagar Budaya dan memberi saran pertimbangan kepada atasan
sebagai bahan perumusan kebijakan;

j. meningkatkan kompetensi dan prestasi keq'a; dan
k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan

sesuai bidang tugasnya.

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (r), Kepala
Bidang Sejarah dan Cagar Budaya mempunyai fungsi:
a. perumusan kebijakan teknis Bidang Sejarah dan Cagar Budaya ;

b. pelaksanaan kebijakan teknis Bidang Sejarah dan Cagar Budaya;
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Bidang Sejarah dan Cagar

Budaya;

d. pelaksanaan administrasi dinas Bidang Sejarah dan Cagar Budaya;
e' pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan

tugas dan fungsinya.

Pasal 13

e

(1) ipimpin oleh Kepala Seksi, mempunyai

"TffHil*M:**;:,NHHilarah dan permuseuman.
(21 Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (l), sebagai berikut:

a. menJrusun rencErna kegiatan Seksi Sejarah dan ;
b' mendistribusikan dal memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehinggabeqialan lancar;
c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalamlingkungan Seksi Sejarah dan peiruseuman;
d. menyusun *"rlg3.t mengoreksi, memaraf dan/ataumenandatangani naskah dinas;

mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
melaksanakan norrna,
mempromosikan budaya;

standar, prosedur, dan kriteria dalam

g. menginventarisasikan dan
perrnuseuman;

menghimpun data kesejarahan dan

e

f.

h' meningkatkan perzrn serta masyarakat dalam melestarikan sejarahdan permuseuman;
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(1)

(2)

i. melaksanakan pelestarian, pengembangan, dan pemanfaatan aspek
nilai sejarah dan permu seu man;

j. melakukan pendokumentasian dan publikasi nilai_nilai sejarah;
k. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan

program dan kegiatan Seksi Sej rah dan permuseuman;

l. memberikan petunjuk, mengawasi dan membimbing bawahan dalampelaksanaan tugas Seksi Sejarah dan permuseuman
m. melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangkakelancaran pelaksanaan tugas;
n. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Sejarah danPermuseuman dan memberikan saran p".tirib"rrg", rcpJa"-"t""""

sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 14

Seksi, mempunyai
ahan penyusunan

an cagar eua"y"T 
melaksanakan

Tugas sebqgaimana dimaksud pada ayat (l) dirinci sebagai berikut :

a' menyusun rencana kegiatan Seksi perestarian cagar Budaya sebagaipedoman dalam pelaksanaan tugas;
b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehinggabeq'alan lancar;
c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelalsanaa tugas dalamlingkungan Seksi pelestarian Caga-r g"a"y";
d. menyusun ranqlg3n,- mengoreksi, memaraf dan/ataumenandatangani naskah dinas;
e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnnya;
f. membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan program dankegiatan Seksi pelestarian Cagar guday;-
g. melaksanakan norma_standar, prosedur dan lriteria sebrgai pedomandalam melaksanakan kegiatan ai Uia"rrg p.te"tarian C"g;-Bu;;;;;^'
h. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangkapelestarian cagar budaya dan kebijakan tetnis registmst-;;Lbudaya;

i. melalsanakan keq'asama dan pemberdayEran peran serta masyarakatdi bidang pelestarian cagar budaya; '
j. mengelolah Sumber Daya Manusia tenaga pendukung registrasi cagarbudaya;

k. melaksanakan pengeqbangan kecagarbudayaan dan melaksanakandokumentasi cagarbudaya; "
l. memberikan petunjuk, mengawasi dan membimbing bawahan dalampelaksanaan tugas Seksi pelestarian Cagar eudaya; -
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m. menJrusun laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Pelestarian Cagar
Budaya dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai
bahan perumusan kebijakan;

n. meningkatkan kompetensi dan prestasi kerl'a; dan

o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan
sesuai bidang tugasnya.

Pasal 15

(1) Seksi Kedasama dipimpin oleh Kepala Seksi, mempunyai tugas
membantu Kepala bidang mempersiapkan bahan penyusunan kebdakan
teknis, membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan
kegiatan di bidang kerjasama.

(21 Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dirinci sebagai berikut :

a. menyusun rencana kegiatan Seksi Keq'asama sebagai pedoman
dalam pelaksanaan tugas;

b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga
beqialan lancar;

c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaa tugas dalam
lingkungan Seksi Kedasama;

d. menyusun rancangan, mengoreksi, memara-f dan/atau
menandatangani naskah dinas;

e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnnya;

f. membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan
kegiatan Seksi Kerjasama;

g. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan
program dan kegiatan Seksi Sumber Daya Manusia;

h. memberikan petur{uk, mengawasi dan membimbing bawahan dalam
pelaksanaan tugas Kerjasama;

i. melaksanakan norma standar, prosedur dan kriteria sebagai pedoman
dalam melaksanakan kegiatan di bidang Kerjasama;

j. melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam mempromosikan
budaya baik di dalam maupun di luar negeri;

k. menyelen pameran, peragaan, pementasan seni dan budaya
serta melakukan persiapan proosi baik di dalam maupun di luar
negeri;

l. melakukan penginventarisasian, pengkajian, pengembangan,
mempublikasikan dan mendokumentasikan segala aspek budaya
dalam bentuk dokumentasi budaya;

m. melaksanakan penetapan kebijakan pengembangan dan kerjasama
dalam meningkatkan promosi budaya serta pemanfaatannya baik
dalam skala kabupaten, provinsi maupun pusa!

n. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Kerjasama dan
memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan
perumusan kebljakan; dan

o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan
sesuai bidang tugasnya.
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Bagran Kelirna

Bidang Seni Budaya

Pasal 16

(1) Bidang Seni Budaya oleh Kepala Bidang, mempunyai tugas membantu
Kepala Dinas, mel,aksanakan urusan pemerintahan di bidang seni dan
budaya.

(21 T\rgas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) sebagai berikut :

a. menyusun renczrna kegiatan Bidang Seni Budaya sebagai pedoman
peLaksanaan tugas;

b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga
berjalan lancar;

c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dal,am
lingkungan Bidang Seni Budaya;

d. melaksanakan norma standar, prosedur dan kriteria sebagai pedoman
dalam melaksanakan kegiatan di bidang seni budaya dan ekonomi
kreatif;

e. menyusun rancErngan, mengoreksi, memaraf dan/atau
menandatangani naskah dinas;

f. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnnya;

g. melaksanakan peningkatan apresiasi terhadap seni budaya daerah
dan ekonomi kreatif serta pengembangannya;

h. melalsanakan revitalisasi dan kajian seni budaya daerah;

i. melaksankan koordinasi kegiatan peningkatan seni budaya daerah
dan ekonomi kreatif di tingkat kabupaten, provinsi maupun di tingkat
pusat;

j. melaksanakan penetapan kebijakan kabupaten mengenai
Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) di bidang seni budaya;

a. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Keq'asama dan
memberikan saran pertimbangan kepada ata.san sefagai bahan
perumusan kebljakan;

b. meningkatkan kompetensi dan prestasi kerja; dan

c. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan
sesuai bidang tugasnya.

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Kepala Bidang menyelenggarakan fungsi :

a. perumusan kebijakan teknis di Bidang Seni Budaya;

b. pemberian dukungan atas penyelenggzrraan pemerintahan Daerah di
Bidang Seni Budaya;

c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di Bidang Seni Budaya dan;

d. penyelenggaraan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di
Bidang Seni Budaya;

e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
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f. dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan
perumusan kebljakan; dan

g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan
sesuai bidang tugasnya.

Pasal 17

(1) Seksi Kelembagaan Seni dipimpin oleh Kepala Seksi, mempunyai tugas
mempersiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis, membina,
mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di bidang
kelembagaan seni.

(2\ Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dirinci sebagai berikut :

a. menyusun rencana kegiatan Seksi Kelembagaan Seni sebagai
pedoman dalam pelaksanaan tugas;

b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga
be{alan lancar;

c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaal tugas dalam
lingkungan Seksi Kelembagaan Seni;

d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau
menandatangani naskah dinas;

e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnnya;

f. membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan
kegiatan Seksi Kelembagaan Seni;

g. melalukan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan
program dan kegiatan Seksi Kelembagaan Seni;

h. memberikan petunjuk, mengawasi dan membimbing bawahan dalam
pelaksanaan tugas Seksi Kelembagaan Seni;

i. melakukan ke{asama dengan sanggar-sanggar dan kelompok-
kelompok kesenian dalam rangka penguatan kelembagaan;

j. melaksanakan penetapan kebljakan daerah dan peningkatan apresiasi
Kelembagaan seni;

k. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Kelembagaan Seni
dan memberi saran pertimb-angan kepada atasan sebagai bahan
perumusan kebiiakan;

1. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan
sesuai bidang tugasnya.

Pasal 18

(1) Seksi Penggalian dan Pegelaran Seni Budaya dipimpin oleh Kepala Seksi,
mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis,
membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan
Seksi Penggalian dan Pegelaran Seni Budaya.

(21 T\rgas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci sebagai berikut:
a. menyusun rencana kegiatan Seksi Penggalian dan pegelaran Seni

Budaya;
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b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga
beq'alan lancar;

c. mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;

d. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnnya;

e. membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan
kegiatan Seksi Penggalian dan Pegelaran Seni Budaya;

f. melakukan pemantauan dan pendataan potensi seni dan budaya yang
ada di daerah;

g. menggali dan mengembangakan potensi seni dal budaya yang ada di
daerah;

h. melakukan kedasama dan kemitraan dengan pelaku industri kreatif,
pertunjukan, Iilm, fotograli, seni rupa, kerajinan tangan, dan kuliner;

i. merancang dan mensinergikan pembuatan even-even seni dan budaya
untuk meningkatkan kunjungan wisata ke daerah;

j. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan event seni dan budaya;

k. memberikan pembinaan dan pengembangan terhadap ide dan
tindakan kreatif seni pertunjukan, music, film, fotografi, seni rupa,
kerajinan tangan, dan kuliner;

1. memberikan petunjuk, mengawasi dan membimbing bawahan dalam
pelaksanaan tugas Seksi Penggalian dan pegelaran Seni Budaya;

m. melakukan evaluasi dan menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas
Seksi Penggalian dan Pegelaran Seni Budaya dan memberi saran
pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;

n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan
sesuai bidang tugasnya.

(t)

(2t

Pasal 19

Seksi Bahasa dan Sastra dipimpin oleh Kepala Seksi, mempunyai tugas
membantu Kepala Bidang melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian,
penyusunan dan pelalsanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian
pendampingan, pemantauan dan evaluasi Seksi Bahasa dan Sastra.
Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci sebagai berikut :

a. menyusun rencana kegiatan Seksi Bahasa dan Sastra sebagai
pedoman dalam pelaksanaan tugas;

b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga
be{'alan lancar;

c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam
lingkungan Seksi Bahasa dan Sastra;

d. menyusun rancangan, mengoreksi,
menandatangani naskah dinas;

memaraf dan/atau

e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;

f. membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan
kegiatan Seksi Bahasa dan Sastra;

program dan
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g. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan
program dan kegiatan Seksi Bahasa dan Sastra;

h. memberikan petunjuk, mengawasi dan membimbing bawahan dalam
pelaksanaan tugas Seksi Bahasa dan Sastra;

i. mempersiapkan program kegiatan bahasa daerah dal sastra untik
dijadikan mata peLajaran Muatan tokal di sekolah;

j. menyelenggarakan kegiatan yang berhubungan dengan bahasa dan
sastra dan/atau sastra daerah dalam rangka memasyarakatkan
bahasa dan sastra dan melestarian budaya;

k. melaksanakal kegiatan pembinaan, sosialisasi bahasa dan sastra
daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

1. melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka
kelancaran pelaksanaan tu gas;

m. melakukan evaluasi dan menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas
Seksi Bahasa dan Sastra dan memberi saran pertimbangan kepada
atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan

n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan
sesuai bidang tugasnya.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 2O

(l) Kepala Dinas dalam menjalankan tugas dan fungsinya berdasarkan
kebijakan umum yang ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.

(21 Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagan, Kepala Seksi,
dan seluruh Aparatur Sipil Negara dalam lingkungan Dinas
melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku, serta menerapkan prinsip hierarkis,
koordinasi, kerjasama, integritas, sinkronisasi, simplikasi, akuntabilitas,
transparansi serta efektif dan efesien.

Pasal 2l

(1) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi,
dan seluruh Aparatur Sipil Negara dalam lingkungan Dinas wajib
mematuhi petunjuk dan arahan pimpinan, serta menyampaikan laporan
berkala dan/ atau sesuai kebutuhan secara tepat waktu kepada atasan
masing-masing.

(2) Setiap laporan yang diterima sebagaimana pada ayat (l) diolah dan
digunakan oleh pimpinan sebagai bahan perumusan pelaksanaan
kebijakan teknis.
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(3) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi,
dan seluruh Aparatur Sipil Negara dalam lingkungan Dinas dalam
melaksanakan tugasnya, melakukan pengawasan, pemantauan,
pengendalian dan evaluasi, serta melaksanakan rapat koordinasi secara
berkala dan/atau sesuai kebutuhan.

(4) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi,
dan seluruh Aparatur Sipil Negara dalam lingkungan Dinas
mengembangkan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dalam
rangka meningkatkan kineda dan memperlancar pelaksanaan tugas dan
fungsi Dinas.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku :

a pejabat struktural pada Satuan Kerja Perangkat Daerah berdasarkan
Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor lO Tahun 2OO8 tentang
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten
Tana Toraja sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Tana Toraja Nomor I Tahun 2Ol2 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Nomor l0 Tahun 2OO8 tentang Pembentukan
Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tana Tora-ia,
fgtap menjalankan tugas dan fungsinya sampai dengan dilantilorya
pejabat struktural berdasarkan ketentuan Pasal 12 huruf a peraturan
Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 10 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

pejabat struktural pada Satuan Kerja Perangkat Daerah berdasarkan
Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 10 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Organisasi dan Tata Keda Perangkat Daerah Kabupaten
Tana Tora-ia sebagaimsl4 telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Tana Toraja Nomor 1 Tahun 2Ol2 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang pembentukan
Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tana Torqja,
tetap melalsanakan tugas, kegiatan dan anggaran tahun 2016 sampai
dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2O16 berdasarkan ketentuan Pasal
12 huruf b Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 10 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; dan

pengisian jabatan pada Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Bupati
ini dilaksanakan pada akhir Bulan Desember Tahun 2O16.

b

c
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BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Tana Toraja
Nomor 26 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan Struktural
pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tana Toraja (Berita Daerah
Kabupaten Tana Torqja Tahun 2009 Nomor 26) dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku.

Pasal 24

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tana
Toraja.

Ditetapkan di Makale

pada tanggal 8 Des e;:l: er' 2i 15

BUPATI TANA TORA"IA,

/ NICODEMUS B KANAE

Diundangkan di Makale

pada tanggal B Der.cmber 2015

AERAH KABUPATEN TANA TORAJA,

YTJNUS SIRANTE

BERITA DAERAH KAE}UPATEN TANA TORAJA TAHUN 2016 NOMOR 57
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